BAB V
Penutup

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan-pemaparan mengenai pertanggungjawaban pidana

terhnadap penolakan pelayanan medis pada pasien gawat darurat pada fasilitas
pelayanan kesehatan khususnya puskesmas dan rumah sakit di atas dapat disimpulkan

sebagai berikut:

a. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga negaranya dan sebagali
pemenuhan terhadap hak asasi manusia terutama dalam hal memperoleh
pelayanan kesehatan dalam Pasal 43 ayat (3) UUD NRI 1945 negara
membangun fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya Puskesmas dan
Rumah Sakit. Baik Puskesmas dan Rumah Sakit kedua sama-sama suatu
institusi yang menyelenggarkan kesehatan secara paripurna seperti kegiatan
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kemudian a Dimana dalam
menjalankan peranannya memiliki fungsi dan tujuan masing-masing, namun
dalam pengaturan mengenai puskemas hanya termuat dalam PERMENKES
Puskesmas 2019 dan dalam PERMENKES tersebut tidak mengatur secara
mendetail, seperti pengaturan Rumah Sakit yang tertuang dalam Undang-
Undang Rumah Sakit 2009. Dalam PERMENKES Puskesmas 2019 tidak ada
ketentuan mengenai kewajiban dan hak yang harus dilakukan puskesmas dan
tidak memuat ketentuan pidana bagi Puskesmas hal ini membuat seakan-akan
Puskesmas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan

atau kelalaian dalam menjalankan peranannya.

b. Sebagai badan hukum Puskesmas dan Rumah Sakit apabila Puskesmas dan
Rumah Sakit melakukan sutau tindak pidana maka sebagai subjek hukum
Puskesmas dan Rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. untuk
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana Puskesmas dan Rumah Sakit
terdapat doktin-doktrin yang dapat diterapkan seperti vicarious liability dan
Strict liability. Namun dengan berlakunya KHUP 2023 yang dalam Pasal 37

huruf b secara eksplisit memperjelas bahwa dalam meminta
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pertanggungjawaban pidana atas tindakan pidana yang dilakukan korporasi
(dalam hal ini Puskesmas dan Rumah Sakit) menerapkan pertanggungjawaban
pengganti atau dengan kata lain doktrin vicarious liability diterapkan dalam
hukum pidana di Indonesia untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh
korporasi.

c. Puskesmas dan Rumah Sakit yang menolak memberikan pelayanan medis
terhadap pasien gawat darurat adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan
termasuk tindak pidana. Karena hal ini telah diatur dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adapun
pertanggungjawaban pidana rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan
medis terhadap pasien gawat darurat dapat dibebankan terhadap pimpinan
Puskesmas atau Rumah Sakit (Direktur) dan/atau tenaga kesehatan yang ada di
rumah sakit dengan sanksi pidana berupa denda terhadap rumah sakit dan/atau
penjara terhadap pengurus rumah sakit. Hal ini berdasarkan bentuk
pertanggungjawaban korporasi bahwa korporasi sebagai pembuat, maka
pengurus yang bertanggung jawab. Ketentuan pidana yang dapat diterapkan
terhadap rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan medis terhadap
pasien gawat darurat adalah ketentuan pidana umum Pasal 432 KUHP 2023 dan
Pasal 436 KUHP 2023 serta ketentuan pidana khusus Pasal 190 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

5.2 Saran
Adapun saran yang dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan sarana dan

prasarana bagi fasilitas pelayanan kesehatan khususnya puskesmas dan rumah sakit

sebagai berikut:

a. Terkait masalah yang ditemukan dalam PERMENKES Puskesmas 2019 yakni
kurangnya pengaturan mengenai kewajiban dan hak Puskesmas dan ketentuan
mengenai pidana dalam puskesmas. Saran yang dapat menjadi masukan untuk
meningkatkan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan yakni dengan

menambahkan hal-hal detail mengenai seperti kewajiban dan hak serta
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ketentuan pidana tidak hanya untuk puskesmas tetapi untuk fasilitas pelayanan
kesehatan yang lainnya karena dengan begitu orang yang datang atau pasien
yang datang dapat merasa aman dan nyaman terlebih lagi dalam hal
perlindungan terhadap pasien atau orang yang datang dan menggunkan fasilitas
pelayanan kesehatan yang lainnya.

b. Puskesmas dan Rumah sakit yang pada hakikatnya adalah institusi pelayanan
kesehatan harus mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, ramah dan
terjangkau. Baik dari segi pelayanan administratif maupun dari segi pelayanan
medis. Selain itu Puskesmas dan Rumah Sakit harus lebih mengedepankan
kualitas terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan medis secara maksimal
tanpa mensyaratkan adanya jaminan atau uang muka terlebih dahulu terhadap
pasien gawat darurat dalam rangka penyelamatan nyawa pasien dan
meningkatkan kualitas dari pelayanannya dengan menambah peralatan-
peralatan yang ada dan meningkatkan SDM yang ada dalam Puskesmas dan
Rumah Sakit.

c. Pemerintah harus lebih memperhatikan dalam pelaksanaan pelayananan
kesehatan, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang
tidak mampu, untuk menghindarkan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan
oleh puskesmas dan rumah sakit. Serta penegakan hukum dengan menerapkan
ketentuan pidana dengan memberikan sanksi yang lebih berat sangat diperlukan
untuk menimbulkan efek jera, sehingga tindakan puskesmas dan rumah sakit

yang menolak pelayanan medis terhadap pasien gawat darurat tidak terjadi lagi.
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